BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR |? TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN

Menimbang

Mengingat

DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan

arsip dinamis yang efektif dan efisien serta
keamanan dalam akses arsip, perlu standarisasi
sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis;

. bahwa Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan
perlu sistem klasifikasi keamanan dan akses
arsip dinamis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas
tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11‘
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S038); KaBAy AURLI] KaSUDBAG
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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1953);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17
Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung
Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 11 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung
Mas (Berita Daerah Kabupaten gunung Mas
Tahun 2022 Nomor 589);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan
sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan
pemanfaatan arsip.

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung
dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama
jangka waktu tertentu.

4. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan
penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.

5. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan
dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.

6. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan
informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak
yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara,
masyarakat dan perorangan.

7. Klasifikasi akses arsip adalah katagori pembatasan akses
terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

8. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan
informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.

9. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui
oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
pemerintahan.

10. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi
yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan
siapapun.

11. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang
memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak
berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan
bangsa.

12. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya
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13. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan
arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip
bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.

14. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau
aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan
otorisasi legal pemanfaatan informasit publik.

15. Informasi yang dikecualikan adalah informasi bersifat
rahasia sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi
Publik, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu
inforrnasi  diberikan kepada masyarakat serta setelah
dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi
Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada
membukanya atau sebaliknya.

16. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian
dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan
tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam
rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan
dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini  untuk menyediakan
informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses
bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi
informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
meliputi:
a. sistem Kklasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan

b. pengaturan akses arsip.

BAB Il
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS

Pasal 5

(1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.

(2) Asas gabungan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan
dan desentralisasi dalain pelaksanaan pengolahan arsip
dinamis.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala ; urun
pada tanggal 2| Uar] 2002

BUPATI GUNUNG MAS,

=T -

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 4| ﬁé‘v—um‘i 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

OR /™

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR S\g@




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR [% TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

d.Bandir/umbul-umbul

c.Daerah (provinsi, kabupaten/kota)

yang
mempunyal
hak akses

kinerja Perangkat
Daerah

KLASIFIKASI e
NO | ™ RsIP JENIS ARSIP x%%“ﬁwwm_ HAK AKSES wmw%ﬁ.wﬂw can| UNIT PENGOLAH g
H 2 3 4 5 5 7
A. UMUM_(000) _
001 Lambang, meliputi: Biasa/Terbuka [Pengguna  [lidak memiliki _Sekretarial/Bagian
a.Garuda dari eksternaldampak yang Umum/Bagian
b.Bendera kebangsaan dan internal jmengganggu Sekretariat padd

masing-masing
Perangkat Daerah;

. Bagian Umum Setda

Tanda kehormatan \Um:m:mmmmmb
diberikan kepada non-PNS

Hari raya/besar, meliputi:
a.Nasional (17 Agustus, Hari
b.Pahlawan, dan sebagainya);

002
003
c.keagamaan; dan
I L d.Hari ulang tahun
004 Ucapan, meliputi:

a.Terima kasih;

b.Selamat;

c.Mohon diri; dan
d.Belasungkawa, dan lainnya.
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970 Bunga Tabungan Biasa/Terbuka [Pengguna  [Tidak memiliki 1.Badan Pendapatan

_“ Penerimaan ganti rugi atas kerugian/ dari eksternal dampak yang Daerah;

y kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR) dan internal mengganggu 2.Sekretariat/Bagian

W sumbangan pihak ketiga (kendaraan, yang kinerja Perangkat | Umum/ Sub Bagian

| dealer, kayu) mempunyai |Daerah Umum pada masing-

ﬁ Penerimaan lain-lain hak akses masing Perangkat

j IPenerimaan kembali kredit BKK Daerah

_ Ternak tidak layak bibit

W Sewa Internet

W Penerimaan dari dana

,ﬁ bergulir/ revolving

" Kerja sama dengan BUMD

| Penerimaan DUKS

970 [Pengoiahan data pendapatan (bulanan, Terbatas Dibatasi Memiliki dampak |[1.Badan Pendapatan

, triwulan, semesteran dan tahunan) hanya untuk lyang mengganggu | Daerah;
Pengembangan sistem informasi penentu kinerja Perangkat [2.Sekretariat/Bagian

,_ pendapatan kebijakan, Daerah Umum/ Sub Bagian
,,%mmmmaombmm: potensi dan pengawasan Umum pada masing-
pengembangan pendapatan serta penegak , masing Perangkat

hukum Daerah

BUPATI GUNUNG MAS,
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JAYA SAMAYA MONONG




